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Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur
Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat untuk mewujudkan cita cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat
adil dan makmur. Pemerintah menetapkan sasaran target pembangunan yang di wujudkan melalui berbagai focus belanja Dalam lima tahun terakhir Pemerintah berfokus pada
program pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan

Preambule Tujuan Komitmen

AIO ka Si » ketepatan pengalokasian.

*  Mandatory Spending (Pendidikan,
Kesehatan)

* Infrastruktur

* Pelayanan dan Operasional
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APBN Meningkat Dari Waktu ke Waktu

Peranan APBN Membiayal Belanja Penting

APBN mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan posisi Rp 757 Trilyun (2007) dan meningkat sampai dengan
Rp 2.461 Trilyun (2019), atau meningkat. APBN digunakan untuk membiayai berbagai belanja strategis nasional utamanya infrastruktur, disamping
untuk penyediaan pelayanan dan operasional Pemerintah

Perkembangan APBN Urgensi Investasi Infrastruktur
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Source: Kemenkeu Source: ADB South Asia Working Paper Series

Pengelolaan yang prudent, APBN diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko Investasi infrastruktur di negara negara di kawasan Asia berkisar pada level 2% s.d 7% dari
perekonomian. APBN dari tahun ke tahun semakin besar nominalnya dan digunakan untuk: PDB. Berdasar perhitungan ADB, kecuali untuk China, rata rata infrastructure gap negara negara
1. Pembangunan infrastruktur kawasan Asia mendekati 5% PDB. Kurangnya infrastruktur akan berdampak pada kelambatan

2. Mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan) perekonomian di masa mendatang. Untuk itu Indonesia perlu mengejar ketertinggalan

3. Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah infrastrukturnya.

4. Operasional dan layanan



Sustainability Rules:

(1) Pengendalian Defisit

Belanja Pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai
komponen pembentuk Pendapatan Nasional (PDB). Pemerintah mengambil kebijakan
ekspansif dengan tujuan untuk menjadikan belanja sebagai katalisator dan pendorong
pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier yang diciptakan.

“Untuk mengakomodasi kebijakan fiskal ekspansif tersebut, Pemerintah mengambil
kebijakan defisit dan mencari sumber pembiayaan”.

Rules (1): Defisit tidak boleh melebihi 3% PDB
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Defisit Indonesia untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,84% dari PDB dan untuk tahun
2020 sebesar 1,76% dari PDB. Defisit Anggaran sebesar 1,76% PDB ini diarahkan semakin
sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian. Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020
terendah dalam lima tahun terakhir

Defisit Indonesia untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,84% dari PDB
dan untuk tahun 2020 sebesar 1,76% dari PDB masih berada di level yang
cukup dapat di terima. Beberapa negara lain mempunyai tingkat deficit

yang jauh lebih besar
l*l Kanada
(1.08) Rusia
Amerika Serikat = Britania Raya F 1,84
(45 ",
I Perancis .
(2.78) China
r (4,44)
Meksikn Thailand
£l all
F Besn (0.50)
Malaysia
F fis r (184)
Mustralia
(L12)

Kondisi perekonomian dunia saat ini masih dihadapkan pada berbagai kondisi
ketidakpastian seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China, atau

perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia. Hal tersebut dapat berdampak pada
pendapatan perpajakan dan makroekonomi belanja sehingga dapat berpotensi pada

penurunan pendapatan perpajakan dan memperbesar defisit belanja




Sustainability Rules:

(2) Pembiayaan (Utang) Yang Prudent

Pembiayaan Utang digunakan untuk membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian

pinjaman kepada BUMN dan Pemda, utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Pembiayaan anggaran ini

diperoleh dari pembiayaan utang baik dari penerbitan SBN, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri.

Penurunan Pembiayaan Utang sebagai upaya menjaga kesinambungan fiscal:
Hati Hati

1. pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 — 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal

2. menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan
Efisiensi, terciptanya efisiensi biaya utang

Produktif, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif

Rules:
Outstanding Utang tidak boleh melebihi 60% PDB
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Apakah utang pemefintah
berdampak negatif bagi
masyarakat?

Utang adalah hal yang baik
apabila dikelola dengan
baik. Setiap rupiah utang
yang dilakukan pemerintah
dimanfaatkan untuk
membiayai kegiatan yang
sifatnya produktif dan
investasi dalam jangka
panjang seperti
membangun infrastruktur,
membiayai pendidikan dan
kesehatan yang dalam
jangka panjang akan
menghasilkan dampak
berlipat untuk generasi
mendatang.




Peningkatan Kualitas Belanja

snending Be“er “Saya melibat dalam mengelola APBN, ada optimalisasi yang bisa

kita push lagi. Yaitu the concept of value for money. Berapa nilai

Setiap rupiah utang harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan bermanfaat untuk masyarakat. Setiap rupiah

yang harus kita dapat dengan anggaran belanja sekian,”
(Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI)

pengeluaran negara harus dikawal dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan. Optimalisasi
penggunaan belanja dengan tercapainya value for money perlu dipastikan, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

Spending better, yaitu belanja negara dilakukan secara efisien namun dengan output dan outcome terhadap
ekonomi yang optimal (efektif)

Concepts of value measurement for public action .
Mendorong belanja negara yang:

= Efisien - mencapai nilai maksimal anggaran

Expenditure Input Output Outcome belanja sesuai dengan skala, cakupan dan
risiko
Efficiency Effectiveness T © Efektif —mencapai tingkat outcome yang
dibutuhkan, dengan mempertimbangkan
Value for money faktor-faktor yang mencakup biaya, kualitas

dan manfaat

European Comission (EC)

i) to what extent the results of an intervention were generated by the actions u Ekonoml's - menCGpOf kebutuhan outcome
carried out (link output-outcome : :

i) efficiency, i.e. assessing to what extent output was generated with an adequate sedaqgkan mengh/ndar/ pemborosan dan
level of input meminimalkan biaya

i) sustainability
iv)  positive or negative side effects

PROSPERA

Australia Indonesia Partnership
for Economic Development



Peningkatan Kualitas Belanja

(apalan Makro Fiskal

Berdasarkan hasil reviu, Pemerintah mengambil kebijakan pendukung dalam rangka mencapai target sasaran
dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, mengurangi kemiskinan dan

ketimpangan, serta membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.
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spending Better (1)

Kementerian Keuangan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah dalam rangka memastikan spending

better. Pemerintah telah merealokasi dari program kurang produktif dan tidak tepat sasaran. Dan memangkas alokasi belanja

operasional, utamanya pada belanja yang digunakan untuk perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan,

belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan. Hasil dari realokasi tersebut digunakan untuk
menambah alokasi berbagai program prioritas Pemerintah
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Belanja Total Subsidi pada tahun
2014 sebesar 3,7 persen dari PDB,
berhasil diturunkan menjadi 1,32

persen PDB di tahun 2019.

Pengadlihan Belanja Subsidi tersebut
untuk meningkatkan anggaran
infrastruktur, bantuan sosial,
pendidikan, kesehatan, serta
penanggulangan kemiskinan.

Pengalihan anggaran tersebut
dilakukan dengan tetap menjaga
komitmen Pemerintah untuk
menyediakan anggaran sektor
pendidikan dan kesehatan minimal
sebesar 20 persen dan 5 persen dari
belanja APBN.



spending Better (2)

Pemerintah meningkatkan kualitas belanja dengan memastikan belanja tersalur tepat waktu, tepat
jumlah, tepat penerima, tercapai output dan outcome, serta dampak belanja yang dirasakan masyarakat
melalui berbagai tools monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang melihat kesesuaian
perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan
anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan capaian output

Belanja Pusat (K/L) Belanja Daerah (TKDD)

Monev berbasis analisis

% Spending Review

Reviu Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Kajian Fiskal Regional

e

+ Penyaluran TKDD berbasis kinerja, tidak
lagi berbasis tahapan.

+
L

+
L

+
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++ Pemberian insentif berdasarkan kinerja

Output Belanja Pusat
. Tahun 2018
(Program Strategis)

Monev dengan pengukuran indikator
kinerja

<3

% Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

-

T

Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaon

Efektifitas pelaksanaan kegiotan

APBD terhadap peningkatan layanan
publik.

Kepatuhan terhadap regulasi

Efisiensi pelaksanaan kegiatan
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71.653 KM Jalan Desa

244.011 Unit Penerangan Jalan
357.666 Unit Jembatan

131.373 Unit Embung Desa
392.510 Unit Perpustakaan Desa
63.958 Orang Bantuan pendidikan
259.402 Unit PAUD

63.743 Unit Polindes

27.496 Unit Posyandu

591.507 Paket BUMDesa

48.208 Unit Pasar Desa

161.544 Unit Rumah Layak Huni




Belanja
Pemerintah Pusat

’ diarahkan untuk mendukung pembangunan
SDM dan kegiatan strategis lainnya

RAPBN 2020

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan
Kualitas SDM”. Tema tersebut diarahkan untuk mendukung tema besar Pemerintah dalam mengakselerasi daya
saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

15,0 Pemenuhan inisiatif
Presiden dan Kegiatan
Strategis Lainnya

- Peningkatan kualitas SDM (KIP Kuliah,
Kartu Sembako, Kartu Prakerja)

- Pemerataan permbangunan antarwilayah

- Perbaikan kualitas kesehatan

- Percepatan pengembangan 4 destinasi
wisata super prioritas

- Dukungan terhadap perturmbuhan
ekonomi dan dunia usaha.

RAPBN 2020

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi
dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Efisiensi

Spending SBetter —> penajaman
belanja barang, penguatan belanja
madal, efektivitas bansos

] ?:“Bi 2020 Q.-M&kaﬂu ez . .
Sinergi
Koordinasi prograrm-program
2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN strategis lintas K/L (vokasi, penguatan
2019 2020 destinasi wisata, penelitian)
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Indikator
Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia
m 72,51 98
APK Pendidikan SMP/Sederajat

Sumber Daya Manusia

Belanja Pendidikan (e

Dari total rencana belanja Rp2.528 triliun tersebut,alokasi belanja pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun atau 20% dari "‘:‘ Fendidikan mﬁ;rﬂi“
keseluruhan belanja negara sesuai denganamanat konstitusi. Belanja pendidikan teralokasi pada Belanja Pemerintah Pusat sebesar 81,52

Rp 169,9 triliun, Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp 306,9 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan
sebesar Rp29,0 triliun

Proporsi Pekerja Berkeahlian
Menengah & Tinggi (%)

W 430 040

Anggaran
Pendidikan

’ diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan

Kebijakan

Ca pa ia n da n mg’:;‘wli"}d‘mﬁh Fintar EFB%Ii{m:;n Igeusai]sua
H = H Manasisw.
skill SOM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan 1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampal dengan pendidikan Target X
tinggi pembangunan 2ms @ 4 2018 \' 1788
- Melanjutkan bartuan pendidikan melalui KIP dan BOS Pendidikan @
prp 5058 — I - KIP Kuliah [perluasan/penyempurmaan bidik misi) 2019 0.1 2019 W%/ cooe
[ H i el 2.Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras
5061 3T Pemerintah Pusat pendidikan [melalul Kemen Ptll'-"l! n DAK Fisik) z0z0 [ 20,1 2020 W4 5.000
3803 3708 — "169,9 “1539 3.Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM Bantuan Operasional Bensiows Bidik Mici
1 - Pendidikan wokasi --= penguasaan skill, enterprensurship dan ICT Sekolah (juta jiwa) {ribu mahasiswa) Pembangunan/Rehab
sasuai kebutuhan industri 2018 B o - Ruang Kelas {ribu ruang kelas)
Transfer ke Daerah - Kartu Pra kerja w\; 2018 gy F 2010 BB ao
fMendukung keberanjutan pendanaan terkait pendidikan melalul 2019 % ssa '
u 306’9 3031'5 investasi Permerintah : 203 .'. s 2019 EER
- Dana Abadi Pendidikan 2020 )f 54,6 - e
. . - Dana Abadi Penelitian 020 a4 818,1 2020 MR 55,7
Pembiayaan (Dana Abadi) - Dana Abadi Perguruan Tinggi ' . !
5290 21,0 - Dana Abadi Kebudayaan
5 06 2007 208 W RABEN '

1. Anggaran sektor pendidikan yang dikelola Pemerintah Pusat teralokasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti,
Kementerian Agama, dan beberapa Kementerian atau Lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan.

Sementara Belanja Pendidikan Transfer ke Daerah teralokasi pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Tunjangan Profesi Guru PNS
Daerah, dan Bantuan Operasional Sekolah.

N



%%  KareuIndonesia Pintar
o - Kullah

KIP Kuliah ditujukan untulk
memibxerikan kessmpatan
Eang lebkih luas bagi lulusan

MA tidak mampu untulk
melanjutkan pendidikan lekih
tinggi

Agar setelah lulus dapat
langsung bekerja —= jurusan
diutara viokasijpoltekf
zarjana Prograr Studi Sains
dan Teknologi.

KIP Kuliah

diarahkan untuk perluasan akses pendidikan,

peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan

b FLpish

2ms 20e 2m7 M8 Outlook
2009

Kriterla penerima
KIP Kuliah

. Ll.._llus_an permegang KIP. ]
e

» Dhari keluarga tidak mam
dan per'-arri?na PEH P

Sasaran Penerima

Dalam tahun 2020, sasaran penerima KIP Kuliah
mencapal 818 ribu mencakup:

Lanjutan Bidik Misi Pererimaan mahasiswa baru

398 420

riou mahasksa b rrakasiswa

ar
| A

Bantuan
Pendidikan

Bigya hidup

4,2

|1t nuplahfmihsiemt

Biaya Pendidikan

2,4

|uia naplahimhsgmt




Hal Baru: Kartu Pra Kerja

Kartu Pra Kerja

Kartu Pra Kerja merupakan kartu vang diberikan kepada pencari
kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi
[skilling dan re-skilling) danfatau sertifikasi kompetensi kerja.

Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan
inowvasi implementasinya melaluil platform (digital) bagi pencar
kerja (khususnya anak muda) dan yvang sedang bekerja (alih
profesifkorban PHEK)

2 juta
Jpeser@ .
* Digital: 15 juta *Reguler: 0,5 juta

Total anggaran 2020

RpIOT

Skilling

Sasaran  : pencari kerja fresh groduate

Tujuan skl adjustment, permbekalan
wvocationa! skl untuk bekearja

QOutcome mMengurangi penganggur

Re-Skilling

Sasaran  :alih profesi, pekerja ter-PHE, atau berpotensi ter-PHK
Tujuan 1 permbekalan vocational skill yvang

berbeda, bary untuk alih profesif wirausaha
Owtcome  :mencegah pengangguran kemkbali

Desain _
Implementasi

Digital JNEEN Regular )

Pelatihan+nsentif Pelatinan + Sertifikasi + Insentif
- v

Peserta memillin jenis
pelEtinan melalul

TERTIR eIl [T Pelatihan dan Sertiflkas]
Et*ﬂﬁtﬂa.?ﬂtl reet dil). dILPK P rintah
Pelatinan dised akan cleh (termasuk BLE], LFK
swasta® Swwasta, dam TC Industr™

Pealatinan Online e Pelatihan Cffiine

b mun rrilnig) dan ftatap muka)

Ine P muka)
Bt e hoap pangemkargan
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Dana Abadi Riset — Perguruan Tinggi - Kebudayaan

Riset memiliki

Dana Abadi Pendidikan

peran yang signifikan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memprioritaskan
pada kegiatan riset yang terkait dengan sector sector yang
memiliki potensi multiplier effect yang besar. Namun fokus
riset yang akan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana
Induk Riset Nasional (RIRN).

Dana abadi penelitian, yang mulai dialokasikan tahun
2019, hasil kelolaanya diharapkan dalam mendukung
pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing SDM.
Pengalokasian dana abadi penelitian sejalan dengan
Undang-undang Sistem Nasional IImu Pengetahuan dan
Teknologi (Sisnas Iptek) yang mengamanatkan pendanaan
untuk keg penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan yang terintegrasi.

Dalam RAPBN tahun 2020, besaran investasi Pemerintah
dalam bentuk dana abadi penelitian direncanakan sebesar
Rp5.000,0 miliar.

Kebijakan:

a)
b)

Penguatan penelitian dengan sinergi lintas K/L.
Pemerintah mengembangkan research power-house,
melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM iptek,
pengelolaan data kekayaan hayati dan intelektual, serta
pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar
negeri

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Dana Abadi Kebudayaan

Saat ini  Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk
meningkatkan kualitasnya menjadi world class university sehingga
mampu mendorong mahasiswa untuk bersaing dalam ranah global
yang memang dipersiapkan secara matang untuk menghadapi
tantangan globalisasi. Hasil investasi dana abadi ini nantinya akan
dipergunakan untuk pengembangan SDM dan sarana dan
prasarana dalam mewujudkan perguruan tinggi di Indonesia
menuju World Class University.

= Dalam RAPBN tahun 2020 Pemerintah juga mulai
mengalokasikan investasi dalam bentuk dana abadi
perguruan tinggi sebesar Rp5.000,0 miliar.

= Hasil kelolaan dari dana abadi perguruan tinggi
diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan World
Class University melalui pengembangan SDM serta sarana
dan prasarana pada beberapa perguruan tinggi terpilih di
Indonesia

Kekayaan budaya tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi
kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Namun,
kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara
optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena
itu, dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan dana
abadi  kebudayaan yang ditujukan  untuk  menjamin
keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi
berikutnya Selain itu, pemanfaatan hasil kelolaan dana abadi
kebudayaan juga akan digunakan untuk memfasilitasi program
atau kegiatan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dalam
ekosistem sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

= Dalam RAPBN tahun 2020 Pemerintah juga mulai
mengalokasikan investasi dalam bentuk dana abadi
kebudayaan sebesar Rp1.000,0 miliar.

= Hasil kelolaan dari investasi dana abadi kebudayaan
diharapkan dapat mendukung upaya pemajuan kebudayaan
pada 10 objek yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat
istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional,
seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.



Indikator Kesehatan

Sumber Daya Manusia Stunting (baita
m27,1% ©30,8%

per 100 ribu penduduk

m245 245

Jumiah Kahupatenﬂmh|

A n g g a ra n d;ng;';alininasigm;;ria
Kesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,
serta penguatan penanganan stunting

Kartu Indonesia S5ehat Sertifikasi obat dan

(PBI) - jiwa makanan

132,2 Capalan dan

m oz @ Qungoon Target e B s24jme 2018 &)

. . Pembangunan :
Melalui Belanja Pusat Kesehatagn 219 [ 56 8 juta 2019 £- 74,0 ribu

- _ )
97,2 86,0 2020 [ 96,8 juta 2020 g, T4oribn

Melalui Transfer ke Dasrah Persentase ketersediaan obat dan Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan

vaksin di Puskesmas akses - jiwa

=349 31,0 2018 ?= s6.0% e [ sspe

2019 e % e (& 30 jum
s

2020 ?_. s5% 2020 [ 316jum
=

KEBIJAKAN

1. Refocusing anggaran kesehatan
* mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah penggalian pajak baru (negative externalities) untuk kesehatan
* penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS

2. Penguatan anggaran kesehatan untuk program early childhood

* meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita ¢ akselerasi penurunan stunting
3. Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan e

* harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan faskes « mendorong skema KPBU
4. Peningkatan level efektivitas program JKN

* percepatan peningkatan kepesertaan non PBI; peningkatan kualitas layanan kesehatan; strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat; reviu besaran iuran PBI dan non PBI.



I RAPBM 2000 Outlock 2000
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Belanja Pengentasan Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan

. 8,5-9’0 9’4
) ) Rasio Gini
GANBAIER Capaian Output Penting 2015-2019:
BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM m 0,380-0,375 0,382
(1) Sasaran PKH diikuti dengan peningkatan
S manfaat pada tahun 2019 pada 10 juta
Py BASIS DATA TERPABU ) \3: g Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
—3 &% "H RN NN NN NN NN NN NN RN NN Wit . .
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU RDT BERRASISHELUARGA (2) Pemberian bantuan pangan kepada 15,6 juta
3% wummnwu ] INDONESIA SEHAT (Kis) Juenlsh Rumsh Targga (RT) KPM:
X (95,8 juta jiwa/37.756.538 AT) Pad. SHp 27.308.510 ’
§ + PENERIMA KPS/KKS, RASTRA, BPNT 7 Jumlah Keluargs (K¥)
g (15,6 jota jiwa _ 31.430.304 Target 2019
§ LXagugmsns " . :;;éa'm]n unlaomsu PINTAR (PIP) MELALUI g
.§ vl - %M (1) Pelaksanaan PKH dengan target penyaluran
§ 2% & w8 %8 8| PROGRAM KELARGA HARAPAN (PKH) ’ ' kepada 10 juta KPM dalam rangka i
P s cn o TR o mengurangi angka dan memutus rantai S S
l_ e e ééimks'r\:«s'nubf(vminnzoia')” ) (i Individu {Jiwa) kemiskinan ' a.  PKH merupakan program pemberian bantuan
£ . b (2) Pemberian kartu sembako sebagai bentuk bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang
£ penyempurnaan dari bantuan sosial pangan ditetapkan sebagai keluarga pengrlma m.anfagt
B Fpens s 08 g o Ty o Nrgacn ol A o ey B s a8 kepada 15,6 juta KPM dengan meningkatkan ‘(KPM) P|-<H- Program Yar?gJUga d|l$e?nal di dunia
. . internasional dengan istilah Conditional Cash
Sumber Bappenas indeks bantuan dari Rp110.000/ O : .
KPM bul - di Rp150.000/KPM Transfers (CCT) ini telah dilaksanakan sejak tahun
Belanja K/L dalam rangka penguatan program perlindungan sosial /perbulan menjadi Rp150.000/ / 2007.
diarahkan untuk penurunan tingkat kemiskinan. KPM I 5 oK d
tetap melanjutkan program engan

1. Penguatan PKH

2. Transformasi program bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra)
menjadi kartu sembako, serta perluasan bahan pangan yang
dapat dibeli

3. Mempertajam sasaran penerima dengan pemanfaatan basis
data terpadu

mengalokasikan Rp29.129,6 miliar bagi 10,0 juta

KPM. [
i c.  Halinidiikuti dengan perbaikan dukungan basis data ;

terpadu, kemudahan akses layanan keuangan '

digital, dan peningkatan kapasitas dan kualitas

perbulan, dan penyaluran PKH bagi 10 juta : b.  Padatahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk :
: pendamping PKH. :
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Visi Indonesia

2045 Indonesia Maju

Indonesia mempunyai visi besar
kedepan. Kita ingin di tahun 2045
Indonesia menjadi negara ekonomi
terkuat keempat di dunia, dengan
nilai PDB mencapai USS 7,3 triliun
dan pendapatan per kapita USS
25.000 sehingga terhindar dari dari

perangkap pendapatan kelas 2020-2030 2031-2035 2036-2045

menengah atau middle income Penguatan Pondasi Transisi Indonesia Maju
Penguatan Daya Saing Mermperkokah Daye Salnig Megars Bardaulat, Maju, Adll, dan Makrmur
tr
d p : Famerintah ditantang untuk merespan Upaya yang ditempuh adalah peninglkatan Indoresla dirarapkan telah keluar darl
. . . e u ” tantangan demaograrl melalul refarmasl b3l ttas SO &gar semakin berdaya saing, |ebakan pendapatan mersengah s=hingga
Klta | ngl n menca pal 2045 N Ol dl segala bkdang yang hanus dapat mendorong Infrastruktur yang telah Indonesia telah slap menuju negara majuy,
. . A dimarfaztkan secara optimal untuk dibargun egar dapat dioperasionallsasikan mardir], adll dan makrur,
ya 1tu ti ngkat kem |Sk| nan ya ng MmEencanang perturmbuhan ekanomi, dengan optimal =ehingga mamber kan
. balk melalul korsumsl, Investasl, dan penirgkatan produkthdtas dan mendukung
mendekat| n0| (0’02%) dan produks] serta penguatan daya saing. transformasl Industrialisasl, serta program
. perlirdungan sostal yang kompretensit
pemerataan kesejahteraan dengan SUIaN MUl dimplementasikan.

rasio gini mendekati 0,34.



Bonus Demograii

g i . »
by, - Im Rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028-
I%ﬁégt De Ografl lndoneSla 2031, peluang bonus demografi dan bonus demografi kedua’ “'"f';'g:;m
51 50.5
50.1
2010 2045 50

S0 0 2028-2031:

Ratio
A9 Dependency

2385 juta ' " ' 318.7 juta 48.6 terendah (46.99%G)

Jumilah Penduduk’
48
2010:
1.9 A7  Proporsi Penduduk Usia
e e ] Produktif 50.5%

if N L
&%.8 tahun i 72.8 tahun
Horopan Hidup" 45

2010 2015 2020 2025 2020 2035 2040 2045

A e — Jumiah penduduk usia produktif Indonesia KONDISI YANG DIHARAPKAN
merupakan yang terbesar di Asia Tenggara® - 1_pembangunan berpusat pada manusia
51.1% 2. Pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi
m
kedua
3. Pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi
Wiet Mam
et gt 14% Indanesia 4. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang
Thanand . seimbang
= 5. Perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
Sumber Data: _ ) 6. Peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam
¥ Perfiitungan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2045 Philigpines A v
2 LN Population Prospect 2010-2085 19% mar pembangunan internasional
- 7.Terjaganya nllal nilai keluarga dan hubungan yang erat

Source: Bappenas



